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Abstrak: Penelitian ini mengangkat isu perjanjian kerjasama antara PT. Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. 

AR Generasi Unggul. Dalam perjanjian tsb hanya terdiri dari 5 pasal. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perjanjian  kerjasama antara PT Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. Sehingga penelitian 

ini perlu di analisis dengan unsur unsur perjanjian antara PT. Kreen Entertaintment dengan CV. AR Generasi Unggul. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan penempatan 

MoU pada judul kurang tepat. Hal ini disebabkan MoU merupakan perjanjian pendahuulan. Sedangkan perjanjian ini 

terdiri dari beberapa pasal yang salah satunya mengatur hak dan kewajiban para pihak. Namun dilihat dari unsur 

unsur perjanjian, unsur aksidentalia belum terlihat dalam perjanjian tersebut. Manfaat dalam penelitian ini adalah 

tambahan pengetahuan terkait analisis unsur unsur perjanjian Kerjasama antara PT. Kreen Entertainment  Indonesia 

dengan CV. AR Generari Unggul.  

Keywords: perjanjian kerjsama, unsur-unsur perjanjian, unsur aksidentalia 

Abstract: This research raises the issue of the cooperation agreement between PT. 

Kreen Entertainment Indonesia with CV. Generation of Superior AR. The agreement 

only consists of 5 articles. The purpose of this study was to analyze the cooperation 

agreement between PT Kreen Entertainment Indonesia and CV. Generation of 

Superior AR. So, this research needs to be analyzed with the elements of the agreement 

between PT. Kreen Entertainment with CV. Generation of Superior AR. The research 

method used is the normative legal method. The results of this study indicate that the 

placement of the MoU in the title is not appropriate. This is because the MoU is a 

preliminary agreement. While this agreement consists of several articles, one of which 

regulates the rights and obligations of the parties. However, judging from the elements 

of the agreement, the accidental element has not been seen in the agreement. The 

benefits of this research are additional knowledge related to the analysis of the elements 

of the Cooperation agreement between PT. Kreen Entertainment Indonesia with CV. 

Superior Generation AR. 
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Pendahuluan 

Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi 

berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi 

seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum tersebut tentu membutuhkan upaya konkret agar terselenggaranya 

pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam 

menjalankan perjanjian pada dasarnya manusia tidak bisa melakukannya dengan sendiri, 

tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. 

Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis yang atau sedang 

berjalan tersebut (Janet, 2021; Mayeda, 2019; Weber, 2022). Perangkat hukum tersebutlah 

yang disebut dengan perjanjian. Dalam prakteknya adanya asas kebebasan berkontrak 

memiliki cakupan termasuk menentukan materi muatan atau substansi perjanjian 

kerjasama (Aldag, 2018; Duan, 2023; Tannam, 2018; Westskog, 2020). Perjanjian mengatur 

segala hal, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan juga 

kesusilaan (López-Vázquez, 2018; Miao, 2019; Zapico, 2018). Sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada pasal ini 

menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yakni,  sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab 

yang halal. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan 

keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka 

perjanjian tersebut batal demi hukum (Bradley, 2018; Matthes, 2021; Rodríguez, 2022). Yang 

dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan 

pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua 

belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak 

meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan 

sepakatnya secara tidak bebas). 

Sedangkan yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal 

perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak 

dipenuhi.  Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang 

berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Selain mensyaratkan 

pemenuhan hak dan kewajiban, perjanjian juga menjadi dasar tuntutan ganti rugi atas suatu 

pelanggaran. 

Dalam perjanjian, para pihak  menetapkan hak dan kewajiban mereka (Ivanova, 2019; 

Mancini, 2020; Reslow, 2019; Vara, 2019). Nama lain perjanjian kerjasama juga bisa 

dikatakan sbeagai negosiasi (Budiman & Nurhayati, 2022; Nugraha, 2022; Nurhayati & 

Nugraha, 2022).  Perjanjian memuat aturan mereka, yang merupakan aturan tentang 

bagaimana mereka melakukan hubungan hukum untuk mencapai tujuan bersama, seperti 

perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tidak memiliki pengaruh eksternal (bagi pihak 
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ketiga) dan hanya  mengatur bagaimana  para pihak bekerja sama dan bagaimana para 

pihak mengatur untuk berbagi kepentingan bersama (Adhi Dharma, 2022; Nurdin & 

Wibawa, 2023; Putra, 2022). Adapun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

masing-masing pihak  sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama.  

Terkait Perjanjian kerjasama,  disini akan dikemukakan 2 penelitian terdahulu. 

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Devie, berjudul “Analisis 

Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Yang Timbul Karena 

Hubungan Perdata Internasional Antara Indonesia dan Australia" Hasil Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama harus dicantumkan dengan jelas hak dan 

kewajiban, sanksi, masa berlaku perjanjian kerjasama serta hal-hal yang harus dilakukan 

dan perjanjian tersebut secara bersama-sama. Kurang jelasnya isi perjanjian kerjasama yang 

dapat merugikan salah satu pihak adalah lemahnya perjanjian tersebut, dan isi  perjanjian 

kerjasama  harus dihormati atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sebaliknya Setiap 

pihak yang tidak menghormati kontrak tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.  

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Roly Dkk, berjudul “Analisis 

Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Sistem Hukum Perdata 

Indonesia”. Hasil penelitian kedua menunjukkan, bahwasannya tidak ada ketentuan  

khusus dalam adanya penerbitan  perjanjian kerjasama sesuai dengan pernyataan 

sebelumnya jika perjanjian kerjsama dapat diberlakukan di Indonesia dengan berdasar 

pada Asas Kebebasan Berkontrak, hal ini memang berujung pada munculnya perjanjian 

kerjasama dimana keberadaan perjanjian dilatar belakangi salah satunya karena 

penandatanganan kontrak dianggap masih lama dengan negosiasi yang rumit, maka 

daripada tidak ada ikatan antara para pihak yang melakukan kerjasama.  

Dalam Penelitian ini akan diangkat isu terkait perjanjian kerjasama antara PT Keren 

Entertainment Indonesia CV. AR Genrasi Unggul.  PT. Keren Intertainment Indonesia 

adalah perusahaan event yang menghubungkan B2B, B2C, dan B2G. B2B merupakan 

penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis 

lainnya, bukan kepada konsumen. Selanjutnya, B2C merupakan bisnis yang melakukan 

pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara 

langsung. Sedangkan B2G adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual 

produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah.  Dengan 

jejaring yang menjangkau berbagai sektor industri,  telah dipercaya untuk membantu 

perusahaan dan komunitas dalam skala global dan lokal dalam mensukseskan event-event 

yang diadakan.  Adapun partner atau pihak kerjasama PT. Kreen Intertainment Indonesia 

dalam hal ini adalah CV. AR Generasi Unggul. CV. AR Generasi Unggul merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultasi bidang konsultan manajemen, 

perencanaan umum, dan pengembangan sumber daya manusia.  Perjanjian yang diangkat 

oleh peneliti adalah perjanjian rangkaian webinar nomor 076/MoU-ETC/II/2022 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Webinar. Dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah 

pihak terdiri dari 5 pasal. 



Researchjet Journal of Analysis and Inventions Vol: 3, No 1, 2024 4 of 12 

 

 

https://reserachjet.pubmedia.id/ 

Perbedaan perjanjian dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah aspek 

sanksi pelanggaran perjanjian yang belum dicantumkan baik oleh PT. Keren Entertainment 

maupun CV. AR Generasi Unggul. Sedangkan jika dilihat dari aspek kebebasan berkontrak 

dalam penelitian terdahulu, sesungguhnya telah dilakukan oleh PT. Keren Entertainment 

Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. Bedanya, penelitian terdahulu dilakukan oleh 

para pihak yang berbeda kewarganegaraan. Mengacu pasa hasil penelitian terdahlu 

terserbut, maka dalam hal ini penelitian merasa perlu menganalisis perjanjian antara PT. 

Keren Entertainment dengan CV. AR Generasi Unggul.  

 

Metode 

Metode Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum ini berfokus pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak manelaah dan 

mengkaji aturan-aturan yang ada dan berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah 

pendekeatan perundang-undangan dan konseptual. Penalaran yang digunakan peneliti 

yakni penalaran dedukatif. Dimana penalaran dedukatif ini menjelaskan suatu yang 

bersifat umum lalu ditarik dan dianalisa untuk mencari kesimpulan dan dijadikan suatu 

yang bersifat khusus. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada pembahasan ini peneliti melakukan analisis atas perjanjian kerja sama antara CV. 

AR Generasi Unggul dengan PT. Keren Intertainment Indonesia. Hasil awal penelitian 

menunjukkan bahwa penempatan MoU pada judul kurang tepat. Hal ini disebabkan MoU 

merupakan perjanjian pendahuluan. Tidak berisi hak dan kewajiban para pihak 

sebagaiamana tertera di perjanjian kerjasama PT, Kreen  dengan CV. AR Generasi Unggul. 
 

 

 Gambar 1. Judul Perjanjian Antara PT. Keren Entertaintment Indonesia dengan CV. AR 

Generasi Unggul 
 

Adapun dalam analisis perjanjian kerja sama PT, Keren Entertainment Indonesia  

dengan CV. AR Generasi Unggul ini, peneliti menggunakan beberapa standar analisis. 

Standar yang pertama adalah standar berdasarkan unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur 

tersebut adalah unsur esensialia, naturalia dan aksidentalia. Sebelumnya perlu diketahui yang 

dimaksud unsur esensialia merupakan unsur utama dalam perjanjian seperti adanya 

barang/jasa serta harga. Kemudian untuk unsur naturalia yang merupakan unsur yang tidak 
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bersifat wajib namun bisa jadi penting pada setiap organisasi yang berbeda dalam hal ini 

seperti teknis pembayaran yang termasuk didalamnya bagaimana rincian yang harus 

dibayar oleh masing masing pihak, waktu pembayaran dan juga hal-hal teknis yang 

ianggap tidak memilki urgensi yang tinggi. Namun, dalam unsur ini salah satu pihak bisa 

saja dengan sengaja tidak membahas susatu perkara agar tidak merasa dirugian dalm 

sebuah kerjasama. Unsur terakhir adalah unsur aksidentalia dimana ini merupakan unsur 

yang mengatur hal-hal khusus antar para pihak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap 

dalam sebuah perjanjian dimana adanya sebuah atauran yang membahas hal-hal khusus 

yang dinilai sangat penting oleh kedua belah pihak. Sehingga memuat hal-hal pelengkap 

dalam sebuauh perjanjian semisalnya dalan suatu perjanjian harus berada dalam 

lingkungan dmana dan dihadiri dengan siapa apabila melakukan sebuah rancangan 

perjanjian. 

Berdasarkan analisis pertama mengenai pasal 1 terkait Kewajiban Kedua belah pihak 

antara PT. Keren Entertainment Indonesi dengan CV. AR Generasi Unggul yakni : 

Dalam pasal pertama masing masing pihak menjelaskan terkait kewajiaban utama 

dalam pihak pertama ialah melakukan sebuah pendapat hal yang dimaksud ialah peserta 

pelatihan, dikarenakan pihak kedua merupakan organisasi yang menyediakan layanan 

bidang jasa pelatihan. Sedangkan pihak pertama merupakan penyedia jasa publikasi terkait 

promosi sebuah event yang dimakan dilakukan oleh pihak kedua. Kemudian pihak kedua 

memberikan data yang dibutuhkan terkait dengan publikasi.  Hal ini sesuai dengan unsur 

essensialia  dimana terdapat barang atau jasa yang dalam hal ini merupaka pelatihan adalah 

barang/jasa yang dijadikan sebuah pembahasan Kerjasama. Kemudian dalam kewajiban 

pihak pertama juga dijelaskan pada ayat dua pihak pertama bertanggungjawab atas 

publikasi event yang diakan oleh pihak kedua. Sedangkan ayat dua pihak kedua juga 

menjelaskan bagaimana kwajiban menjalain komunikasi terkait hal-hal yang akan 

dipublikasi sehingga sesuia dengan keinginan kedua belah pihak hal ini juga sesuai dengan 

unsur esensialia yang mana adanya kejelasan barang apa saja yang dalam hal ini adalah 

flayer yang akan dipublikasikan. Kemudian dalam ayat ketiga pihak pertama berkewajiban 

menyedian kanal pembayaran dengan ketentuan sudah terdaftar dalam web pihak kedua. 

Kemudian pada pihak kedua ayat tiga dijelaskan adapun kewajiban pihak kedua adalah 

menyertakan logo pihak pertama dalam flayer yang dipublish, dan padah ayat empat 

dalam pihak pertama diwajibkan memberikan arahan pada pihak kedua terkait 

penggunaan web. Yang telah disediakan pihak pertama kemudian ayat 4 pihak kedua juga 

menerangkan pihak kedua memberikan konten yang akan dipublish denga ketentuan setia 

satu kali event yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan unsur  Naturalia yakni terkait 

ketentuan tambahan yang bersifat teknis. Kemudian pada ayat 5 pihak pertama yakni pihak 

pertama bertanggung jawab terhadap publikasi event/acara yang diselenggarakan pihak 

kedua melalui akun media sosial yang dimiliki pihak pertama yakni linkedin dengan 

username : Kreen.id melalui via story dan feed/post sebanyak 1 (satu) kali hal ini sesuai 

dengan unsur aksidentalia dimana ada hal-hal khusus yang dalam hal ini adalah akum 

media social Linkedin. 
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Selanjutnya analisis kedua mengenai pasal 2 terkait Hak Kedua belah pihak antara PT. 

Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul yakni : 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham syariah pada Jakarta Islamic 

index tahun 2017-2021. DER berpengaruh terhadap return saham syariah pada Jakarta 

Islamic index tahun 2017-2021. EPS tidak berpengaruh terhadap return saham syariah pada 

Jakarta Islamic Index tahun 2017-2021. Dan PBV tidak berpengaruh terhadap return saham 

Syariah pada Jakarta Islamic Index tahun 2017-2021. Penelitian ini memiliki keterbatasan 

yakni pada hasil yang ditunjukkan pada Adjusted R Square yang masih rendah, sehingga 

masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi return saham. Untuk itu pada 

penelitian selanjutnya, diharapkan agar menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi return saham.  

Dalam pasal yang kedua menjelaskan terkait hak para pihak dalam ayat satu pihak 

pertama dan kedua sama-sama mendapatkan data yang dibutuhkan dalam hal ini untuk 

pihak pertama dalah data penunjang saat publikasi untuk diolah pihak pertama kemudian 

pihak kedua mendapatkan hasil data peserta kegiatan hal ini sesuai dengan unsur esensialia 

yang mana adanya flyer dan juga data peserta merupakan barang dibahas dalam perjanjian 

tersebut. Kemudian pada ayat kedua pihak pertama berhak atas mendapatkan respon 

secara cepat terkait pelaksanaan pelatihan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan dan 

pihak kedua mendapatkan hasil publikasi event yang diselanggarakan. Hal ini juga bagian 

dalam unsur esensialia. Kemudia dalam ayat ketiga pihak pertama dijelaskan berhak 

mencantumkan logo pada flayer yang akan dipublish dan juga pihak kedua  juga 

mendapatkan arahan terkait pengelolahan website sesuai kesepakatan yang diinginkan. 

Hal ini sesuai dengan unsur naturalia dimana adanya etentuan khusus seperta logo dan 

Batasan pengelolahan website. Hal ini juga dijelaskan pada ayat empat pihak kedua dimana 

mendapatkan kanal pembayaran registrasi hal ini juga bersifat teknis sehinggamasuk 

dalam unsur naturalia. Kemudia pada ayat ke lima pihak kedua  mendapatkan publikasi 

event/acara melalui akun media sosial yang dimiliki pihak pertama yakni linkedin dengan 

username : kreen.id melalui via story dan feed/post sebanyak 1 (satu) kali. Dan pada ayat 

ke empat pihak pertama dan mendapat benefit oleh pihak kedua berupa konten promosi 

kreen yang dipublikasikan pada media sosial instagram milik pihak kedua selama satu kali 

setiap event/acara yang diselenggarakan. Hal ini sesuai dengan unsur eksidentalia yakni 

adanya peraturan tambahann sebagai pelangkap yakni ketentuan khusus social media yang 

digunakan dan ketentuan konten promosi.  

Selanjutnya analisis ketiga mengenai pasal 3 terkait jangka waktu perjanjian kerjasama 

kedua belah pihak antara PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi 

Unggul yakni : 
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Gambar 2. Draft Perjanjian Pasal 3 Terkait Jangka Waktu 

 

Berdasarkan Dalam pasal 3 terkait tentang jangka waktu perjanjian kerjasama antara 

PT. Kreen Entertaintment Indoensia hal-hal yang terkait dengan perpanjangan Perjanjian 

Kerja Sama atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama tidak dituangkan terkait dengan 

teknisnya. maksudnya, untuk memperjelas jika salah satu pihak ingin memberhentikan 

atau memutuskan secara sepihak dan apabila jika salah satu pihak ingin memperpanjang 

masa kontrak perjanjian kerjasamanya, harus tertulis didalam perjanjian kerjasama yang 

dibuat dan setidaknya harus disepakati oleh kedua belah pihak dan meminimalkan 

terjadinya wanpretasi dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan unsusr naturalia 

yakni peraturan khusus yang dilakan oleh kedua belah pihak yang juga merupakan masuk 

dalam unsur eksidentalia dimana sebagai pendetail terkait durasi yang disepakati bersama 

oleh kedua belah pihak. 

Selanjutnya analisis ke empat mengenai pasal  terkait pembayaran kedua belah pihak 

antara PT. Keren Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul yakni : 
 

 
 

Gambar 3. Draft Perjanjian Pasal 4 Terkait Pembayaran 
 

Disebutkan juga dalam pasal 4 di isi perjanjian kerjasama tidak dituangkan atau tidak 

dijelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening, hal ini 
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bahwa dalam pembayaran merupakan unsur aksidentalia. Dan data peserta yang 

mendaftar di program pelatihan yang diadakan. hal ini harus diperekat dengan kebijakan 

setiap peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data dan bukti pembayaran 

agar tidak terjadi manipulasi data. kebijakan ini perlu ditekan oleh Pt. Kreen Entertainment 

indonesia agar tidak terjadi wanprestasi kepada CV. AR Generasi Unggul. Masalah 

selanjutnya yaitu dalam bab pembiayaan yang diatur dalam pasal 4 di perjanjian kerjasama 

antara PT. Kreen Entertainment Indonesia dengan CV. AR Generasi Unggul. pada pasal 

tersebut menjelaskan bahwa PT. Kreen Entertainment dan CV. AR Generasi Unggul 

menentapkan kebijakan pembiayaan dalam isi perjanjian tersebut. dalam isinya terdapat 

masalah terkait pembayaran awal pemilihan program yang entah sengaja atau tidak sengaja 

yang dibuat boleh PT. Kreen Entertainment Indonesia. hal ini sangat memicunya 

wanpretasi dalam hubungan perjanjian kerjasama sebab dalam setiap program yang 

diadakan harusnya terdapat nominal per programnya agar tidak terjadinya biaya tambahan 

di setiap pemilihan program yang akan diadakan, hal ini masuk dalam unsur essensialia. 

Disebutkan juga dalam pasal 4 di isi perjanjian kerjasama tidak dituangkan atau tidak 

dijelaskan secara detail pembayaran seperti halnya bukti pembayaran rekening, data 

peserta yang mendaftar di program pelatihan yang diadakan. hal ini harus diperekat 

dengan kebijakan setiap peserta yang mendaftar di program harus menyertakan data dan 

bukti pembayaran agar tidak terjadi manipulasi data. kebijakan ini perlu ditekan oleh PT. 

Keren Entertainment Indonesia agar tidak terjadi wanprestasi kepada CV. AR Generasi 

Unggul. Walaupun begitu telah diatur dengan adanya presentase yang akan dbagikan dari 

total penjualan. Hal ini sebetulnya susdah sesuai dengan unsur naturalia dimana adanya 

pembahasan detai terkait presentase namun alangkah baiknya jika dicantumkan bagaimana 

sistem pembyaran yang detail. Karena hal ini kurang sesuai dengan unsur eksidentalia 

meskipun tidak bersifat wajib adanya sistem pembayaran yang terinci akan memebatu 

kejelasan dan mengurangi resiko saling salah faham. Baik hal-hal yang bersifat teknis 

kemacetan pembayaran dan juga yang  lainnya. 
 

Di dalam isi perjanjian kerjama ini, hal yang sangat disayangkan apabila tidak adanya 

pasal yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan , yang dimana bab penyelesaian 

perselisihan ini sangatlah berguna kedua pihak jika terjadi perselisihan dalam masa kontrak 

yang masih berjalan. sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

Hal ini juga harusnya tetap menyangkut unsur unsur pada perjanjian seperti yang telah 

dijelaskan harus ada dalam ketentuan perjanjian diantaranya unsur esensialia, naturalia dan 

aksidentalia. Sebelumnya perlu dikatahui yang dimaksud unsur esensialia merupakan unsur 

utama dalam perjanjian yakni adanya barang/jasa serta harga. Kemudian untuk unsur 

naturalia yang merupakan unsur yang tidak bersifat wajib namun bisa jadi penting pada 

setiap organisasi yang berbeda dalam hal ini seperti teknis pembayaran yang termasuk 

didalamnya bagaimana rincian yang harus dibayar oleh masing masing pihak, waktu 

pembayaran dan juga hal-hal teknis yang dianggap tidak memilki urgensi yang tinggi. Dan 

memang adanya peraturan selalu dibutuhkan untuk terjalinnya kesepahaman dengan para 
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pihal. Namun, dalam unsur ini salah satu pihak bisa saja dengan sengaja tidak membahas 

susatu perkara agar tidak merasa dirugian dalm sebuah kerjasama. Yang terakhir adalah 

unsur aksidentalia dimana ini merupakan unsur yang mengatur hal-hal khusus antar para 

pihak. Unsur ini merupakan unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian dimana adanya 

sebuah atauran yang membaha hal-hal khusus yang dinilai sangat penting oleh kedua belah 

pihak. 

Standar kedua dalam menganalisis perjanjian adalah berdasarkan Pasal 1320 

KUHPerdata. Pasal terse but mensyaratkan keabsahan perjanjian harus memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut :  

a. Unsur subyektif : kesepakatan dan kecakapan 

b. Unsur obyektif : hal tertentu dan sebab yang halal 

Dalam perjanjian kerjasama PT. Keren Entertainment dengan CV. AR Generasi 

Unggul, telah terpenuhi unsur subyektif. Dalam hal ini ada para pihak dan ada kesepakatan 

diantara mereka. Secara kecakapan, yang mewakili PT. Keren Enterainment Indonesia 

adalah Direktur, sedangkan yang mewakili CV AR Generasi Unggul adalah CEO /Direktur  

Dari aspek ini tidak ada penyalahgunaan wewenang. Untuk unsur obyektif, juga telah 

terpenuhi. Hal tertentu dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah kerjama melaksanakan 

rangkaian webinar. . Namun,untuk unsur sebab yang halal, masih perlu dilakukan 

penelusuran lebih lanjut. Khususnya terkait pasal 1338 KUHPerdata.yang berbunyi :  

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah 

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 

untuk itu. 

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Pasal tersebut seharusnya disinkronisasikan dengan Perkominfo No. 20 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Khususnya mengenai 

perlindungan data pribadi pada pasal 3 dan pasal 4 Perkominfo No, 20 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 

Selain standar-standar diatas, peneliti akan menyajikan tabulasi standar lain terkait 

analisis perjanjian, sbb : 
 

Tabel 1 Hasil Analisis Perjanjian 

 

Uraian Terpenuhi Tidak Terpenuhi 

Cacat kehendak (dwang, 

dwaling,bedrog) 

 V 

Cacat kewenangan  V 

Kemungkinan adanya actio 

paulina 

 V 

Unsur subyektif V  

Unsur obyektif V  
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Apabila perjanjian memenuhi syarat keabsahan, baik itu unsur subyektif maupun 

unsur obyektif, maka perjanjian itu sah dan berlaku seperti UU bagi para pihak (Pasal 1338 

KUHPerdata). Namun jika unsur subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat 

dibatalkan. Jika unsur obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan 

bahwa unsur sebab yang halal belum terpenuhi. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap perjanjian kerjasama yang buat 

PT. Keren Entertainment Indonesia  dan CV. AR Generasi Unggul dapat disimpulkan 

bahwa : 

- Penempatan MoU pada judulkurang tepat 

- Unsur esensialia dan naturalia terpenuhi, aksudentalia belum terpenuhi 

- Syarat subyektif keabsahan perjanjian terpenuhi 

- Unsur obyektif, hal tertentu, terpenuhi 

- Unsur obyektif, sebab yang halal belum terpenuhi. Terkait perlindungan data 

pribadi sesuai Perkominfo Nomor 20 tahun 2016 

- Tidak dimungkinkan adanya action paulina 

- Tidak ada cacat kehendak 

- Tidak ada cacat kewenangan 
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